PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
JASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK DAERAH
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES/*:

BUPA'TI ROTE NDAG,

fenimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1929

tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk
mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;

b bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor I8 tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Dacrah yang
mengatur lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai
dengan Undang-undang di maksud,

¢ bahwa Jasa / sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik  Dacrah
merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayal
penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah  dan pembangunan untuk
memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;,

d. bahwa schubungan dengan hal-hal tersebut pada hurufa,b,dan ¢ diatas.
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang
Iasa / sewa Pemakaian Peralaian Pertanian Milik Daerah

& Menvingat: | Undang  undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

: (LLembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran

Negara Nomor 3209);

Undang  undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Dacrah

(l.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Newara

Nomor 3029)

v UUndany undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Nomor Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848).

"

Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan  atas
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246. Tambahan LLembaran
Negara Nomor 4048);

S Undang undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang  Pembentukan

Kabupaten Rote Ndao di Propinsi  Nusa Tengggara Timut
( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4184 ).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan l.embaran
Negara 4258);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacerah
(Lembaran Negara Tahun 1981Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara 4258).

§  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun [98INomor 6, Tambahan Lembaran
Negara 4258);



9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 804 / KPTS / OT. 210/ 12/ {
1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket "
Tekhnologi Pertanian
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Prosedur  Penetapan  Produk - produk  Hukum di  lingkugan
Depertemen Dalam Negeri:
I1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, '
_Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang \
Penyidik Pegawai Negen Sipil
13 Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentany
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrah dan
“ Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
|6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Penyusunan dan Materi muatan Produk — produk Hukum Daerah:
| 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk - bentuk Produk Hukum;
18 Peraturan Dacrah Kabupaten Kupang Nomor 23 Tahun- 2001 tentang
Proscdur Penyusunan Produk — produk Hukum Daerah;
19 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah,
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 entang
Pengawasan Representif Kebijakan Daerah:
3| Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 20US tentan
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten
Rote Ndao

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. KABUPATEN ROTE NDAG

MEMUTUSKAN

retapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
JASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK
DAERAH.

BAB 1
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam Peralatan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Bupati adalah Bupati Rote Ndao

Jasa usaha adalah jasa yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganul prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

ALISTAN adalah Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan Mesin Pertanian adalah sumber daya yang melipat gandakan jasa manusia untuk
mencapai usahanya, sekaligus menunjukan spesialisasi jenis usaha manusia tersebut
seperti

« Traktor untuk pengolahan tanah/kegiatan Pra Panen

. Power Threser untuk perontokan padi atau kegiatan Pasca Panen

Produktifitas adalah hasil usaha pertanian yang diperoleh per satuan hektar



BAB 1V
CARA MNGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

W& mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan pertanian milik Daerah
Blitukan berdasarkan :

{6nis alat, luas olahan dan jumlah padi yang dirontok satuan blek.

Blaya total penyediaan jasa yang meliputi : investasi, tenaga operator, tenaga teknisi, suku
Padang dan bahan bakar minyak serta biaya administrasi.

4 BABY

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8 '

®F Prinsip dan sasaran penctapan tarif jasa/sewa yang didasarkan pada

B | | Pelayanan/membantu masyarakat petani dengan tarif dibawah yang berlaku sccara

umum dan saat ditctapkan Perda ini besar tarif adalah :

a. Traktor untuk pengolahan tanah basah tarifnya Rp. 350.000,- per hektar atau
Rp. 3.500 per are, atau berupa gabah 30 blek per hektar

b. Traktor untuk mengolah tanah kering tarifnya Rp. 400.000.- per hektar atau
Rp. 4.000 per are, atau berupa gabah 35 blek per kektar.

| 2. Kepada masyvarakat pengusaha baik perorangan yang berbadan hukum penetapan

tarif besarnya sama dengan tarif usaha petani/ masyarakat.

Penetapan tanf sebagaimana dimaksud pada ayat | pasal ini perlu mempertimbangkan

komponen - komponen sebagai berikut

a. Biaya investasi

Biaya penyusutan

Biaya tenaga operator

Biaya lenaga teknis

Biaya suku cadang

Biaya BBM (minyak dan olie)

g. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa

Tarif sebagiman diatur pada ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan olch Bupat setiap akhir

tahun atu 2 (dua) tahun sekali dengan persetujuan DPRD

mo a0 o

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1). Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian tidak dapat diborongkan.

§(2). Jasa/sewa peralatan pertanian dipungut berdasarkan penetapan pada pasal 8 avat (1)
Peraturan Daerah ini yang diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSQO).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

* @B (1) Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian harus dilakukan secara tunai
o berupa uang rupiah atau berupa gabah setelah panen yaitu .
] a. Jasa/sewa Hand Traktor untuk pengelolaan tanah basah
: * Berupa Rupiah yaitu Rp. 350.000,- per hetar
* Berupa Gabah yaitu 30 blek per hektar.
b. Jasa/sewa Traktor Medium untuk pengelolaan tanah kering
* Berupa Rupiah yaitu Rp. 400.000,- per hetar
e Berupa Gabah yaitu 35 blek per hektar.



Jasa/sewa Traktor untuk pengolahan tanah bagi masyarakat pengusaha

*  Berupa Rupiah yaitu Rp. 400.000,- per hektar untuk tanali basah dan
Rp. 450.000,- per hektar untuk lahan kering.

8d. Jasa /Sewa Power Thresher untuk perontokan padi bagi petani/pengusaha

f  * Berupa Rupiah yaitu Rp. 20.000,- per 15 blek hasil rontokan padi

@' * Berupa Gabah yaitu |1 blek per 15 blek hasil rontokan padi.

8.  Jasa /Sewa Power Thresher untuk prontokan padi bagi masyarakat Pengusaha

- ¢ ‘Berupa Ruplah yaitu Rp. 20.000,- per 10 blek hasil rontokan padi.

[ Pembayaran tunai melalui petugas pertanian yang ditunjuk dan sudah harus di scktor Ke

% Pemegang Kas pada Dinas Pertanian dan Kehutanan selambat — lambatnya | x 24 jam

& Petugas pertanian yang ditunjuk untuk menerima hasil pembayaran baik bcrupi\ uang

i atau gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas

F Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 11

§ Pembayaran jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian sebagaiman dimaksud pasal 19
. Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
Pk Sctiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

h Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan jasa / sewa
#' pemakaian peralatan pertanian berdasarkan laporan / telaahan Kepala Dinas Pertanian
dan Kehutanan bila terjadi Puso (gagal panen / panen sebagian) yang hanya diakibatkan
oleh karena iklim / kekeringan atau bencana alam banjir.

Tata cara pemberian pengurangan, kekeringan dan pembebasan jasa/sewa pemakaian
peralatan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pertanian dan Kchutanan atas persetujuan Bupati sebagai pejabat yang ditunjuk
oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 13

Dalam hal petani pemakai /pengguna jasa peralatan pertanian yang tidak membayar jasa
/pertanian dikenakan sanksi tidak dilayani lagi permintaan pemakaian peralatan
pertanian, dan jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian yang belum membayar, tetap
harus ditagih dan membayarkan.

Dalam hal masyarakat pengusaha baik perorangan maupun organisasi yang berbadan
hukum vang tidak membayar jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian dikenakan sanksi
Administrast berupa bunga sebesar 20% (dua persen) setiap bulan darn jumlah jasa/sewa
pemakaian peralatan. Yang terutang atau kurang membayar tetap ditagih dan harus
membayarkannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pehgawasan administrasi pungutan jasa/sewa atas penggunaan peralatan
pertanian milik Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala sub. Dinas
pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.
Pembinaan dan pengawasan pengolahan barang Daerah secara teknis administrasi
dilaksanakan oleh dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang
bertanggung jawab atas barang dan kekayaan Daerah.



BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pengguna  Jasa/sewa pemakaian peralatan pertanian - yang tidak melaksanakan
fRewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan
Baling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah jasa/sewa
Bemakaian peralatan pertanian yangb terutang.

findak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XlI
PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidik Pegawal Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
filingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
Rhusus scbagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
Wacrah schagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
gllukum acara Pidana.
W cwenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
% Mencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah.

Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.

Memeriksa buku — buku, catatan dan dokumen — dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen — dokumen lain seperti melakukan penyidikan terhadap alat bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.

Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf ¢

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksl..

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak prdana
b dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan
i Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan
B i2n menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan Ketentuan

yang diatur dalam Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
tkayaan Dacrah berupa peralatan pertanian yang telah disewakan sebelum berlakunya

traturan Daerah in1 masih etap berlaku sclama menggunakan alat dan mesin pertanian
g2k sud.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

ﬂ| hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

; panjang mengenal pelaksanaannya
Wengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang

sa. Sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku lag

Pasal 19

i

;o turan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan ]
gar setiap orang meng¢tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
) an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba’a,
pada tanggal 16 Juni 2004

¥ - . /
4 HRISTIANT EHEMIA W

undangkan di Ba'a, -
fida tanggal 18 Juni 2004

i o At KA %
bt SEKRIFARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
4 xF?:/ :_-3';'-‘, \

f. MBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
. OMOR 023 SERIE NOMOR 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

ASA / SEWA PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN MILIK DAERAH

Blaksanaan Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mehgisyaratkan perlu melakukan penataan sumber — sumber penerimaan Daerah sesual
[Bfpan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun
'Lf tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah
fionom.

BEngan berlakunya Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
fidang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Maka sctiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
firus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

fintuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan
Rhkyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
@i Ndao tentang Jasa / Sewa Pemakaian Peralatan Pertanian Milik Daerah

i Pasal denmi pasal

asal | sampai dengan pasal 19 cukup jelas.

WAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
BOMOR 026
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